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DENGAI{ RAIIMAT TT'IIAN YAI{G MAI{A ESA

GI'BERNT'R I(ALIMAI{TAT{ TIilfT'R,

bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfrr telah
mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan iklim
global serta dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
bahwa Provinsi Kalimantan Timur sangat rentan terhadap dampak
dari berbagai atrrtivitas penambangan, perkebunan sehingga perlu
dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan presiden Nomor
61 Tahun 2olr tentang Rencana Aksi Nasional penurungrn Emisi
Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor TL Tahun 2olr
tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
dan surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, dan
Menteri Lingkungan Hidup tentang pen5rusunan Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
Nomor: 660/95/SJ l2OL2, Nomor: OOOS/M.PPN/Ot/2An,
Nomor: O1/MENLtUoll2oL2 maka Gubernur perlu menyusun
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-
GRK) dengan berpedoman kepada RAN GRK dan kebijakan
perenc€rnaan pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Timur;

undang-undang Nomor 25 Tahun l9s6 tentang pembentukan
Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 6s, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 11O6);

undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan united.
Nations Fram.eutork conuention on climate change (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Lgg4 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan
Daeral. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooa Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a4fl;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeratr
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;

Peraturanr Pemerintah Nomor 19 Tahun 24rc tentang Tata Cara
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OIL
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 44,
fembahan Irmbaran Negara Nomor 5209);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2OlL tentang Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;

Keputusan Presiden Nomor LLT /P Tahun 2008 tentang
pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan
Drs.H.Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tirnur masa Jabatan Tahun 2OO8-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hulnrm Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (kmbaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daeratr Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun
2OO8 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspel,rtorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan l,embaga Teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 34);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 tahun 2008
tentang Penjabaran T\rgas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalirnantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur tatrun 2008 Nomor 24);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 tahun 2OO9
tentarrg Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2OO9-2O14;

MTMITTUSKAN:
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BAB I
I(ETENTUAT{ UUI,IiI

Pasal 1

Dalanr Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Timur;

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur;

7. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kalimantan Timur;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

9. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam
atmosfir baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali
radiasi infra merah;

10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfir pada suatu area tertentu dalam jangka
waktu tertenhr;

11. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur
yang selanjutnya disebut RAD-GRK Provinsin Kalimantan Timur adalah dokumen
rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak
langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesua dengan target pembangunan
daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Mitigasi perubatran iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat
perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan
penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Pasal 2

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur mempakan pedoman dalam upaya
penumnan emisi GRK unhrk mendukung program nasional dalam rangka upaya
penurunan emisi GRK skala nasional sebesar 26 o/o dengan usaha sendiri dan akan
meningkat hingga 4L o/o dengan bantuan luar negeri hingga tahun 2O2O, dalam bentuk
kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan menetapkan tahap-tahap
pencapaian dalam kurun walrhr per 5 (lima) tahun.

BAB U
RUA}IG LINGI(('P DAI{ TARGEf, PTI{T'RT'NAI{ TMISI GRK

Passl 3

(1) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk perencanaan tahun 2OLO-2O2A;

l2l RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang:

a. Selrtor Berbasis lahan yang meliputi kehutanan, perkebunan, pertambangan dan
pertanian;

b. Energi, Transportasi dan Industri; dan

c. Limbah.
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Pasal 4

Perkiraan emisi GRK dan target penurunan emisi GRK pada setiap bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IU
KETERI(AITAI{ RAD.GRK DENGAIS I(EBIJAI(ATT PEMBAIIGI'IIAil DAERAII

Pasal 5

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan berfungsi sebagai
acuan penting dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai pedoman untuk melakukan upaya pembangunan yang rarnah
lingkungan serta upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman SKPD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur untuk menJrusun program dan kegiatan sekaligus menjadi
instrumen untuk melakukan sinergitas berbagai lembaga di daerah dalam rangka
singkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi
GRK;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur
bertanggung jawab untuk mengarus-utamakan Dokumen RAD-GRK Provinsi
Kalimantan fimur ke dalam Dolnrmen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dala:n men)msun RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota untuk
mendukung penurunan emisi GRK.

BAB TV
MONITORII{G DAN EI'ALUAS}I

Pasal 6

Untuk mengetahui pencapaian program dan kegiatan MD-GRK Provinsi Kalimantan
Timur, maka dilakukan monitoring dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan
yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Dokumen RAD-
GRK Provinsi Kalimantan Timur;

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-
masing SKPD sesuai dengan T\rgas Pokok F\rngsi dan kewenangaillya.

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala
setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur terhadap pencapaian pembangunan terhadap
penurunan emisi GRK;

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator, input, proses
input, output serta indikator dampak sebagaimana tercantum pada dokumen RAD-
GRK Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2)

sebagai berikut:
Penanggung Jawab : Gubernur Kalimantan Timur
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua Harian : Kcpala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur
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Sekretaris : Ketua Dewan Daer
Koordinator :

a. Sektor Berbasis Lahan

b. Sektor Energi dan Transportasi

c. Sektor Limbah dan Industri

d. Sekretariat
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ah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kal irnarlf€m Timur
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Timur
Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi
Kalimantan Timur

BAB V
PE}IBIAYAAI{

Pesal 8

Sega1a biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bela4ja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan
Timur.

BAB VI
PEilUfl'P

ksal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2Ol2

GIIBERTIT'R KALIMAI{TA}I TI![IIR.

ttd

DR. H. AWANG tr'AR.OEK ISIIAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2012

SEIIREIARIS DAERAII PROVIIiISI
KALIMAN:TAI{ TMIIR.

ttd

DR. H. IRIAIITO LAUBRIT

BERITA DATRATI PROVINSI KALIIIA}I'TAil TIMTIR TAHI'N aOT2I{OMOR 39.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKNEIARIAT DAERAH PROV. I(ALTtrU
PLH. KEPALII BIRO HI'KI'T[,

A TINGKAT I
198601 r 006


